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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
-; \. 

Penegakan Tindak Pidana Pelayaran, kesimpulan yang penulis peroleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. Pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran dalam praktek 

masing-masing Kementerian/instansi dalam melaksanakan kegiatan pada 

tahap pertama secara sendiri-sendiri, sehingga terhadap suatu pelanggaran 

atau kejahatan ditangani oleh beb~rapa instansi. Hal yang demikian ini dapat 

menyulitkan untuk mencapai sasaran, karena masing-masing instansi 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk 

kepentingannya masing-masing, sehingga sasaran penegakan hukum tersebut 

tidak bersifat menyeluruh. 

2. Kewenangan penanganan tindak pidana pelayaran secara garis besar tindak 

lanjut penyelesaian kasus yang telah diberkaskan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (P21/Pemberkasan dinyatakan lengkap) sering tidak dapat 

dilanjutkan kepada tahap penuntutan dengan berbagai alasan seperti tidak 

cukup bukti, saksi dan lain-lain. Fungsi Mahkamah Pelayaran yang tidak 

masuk dalam sistem peradilan umum dan kini hanya menjatuhkan sanksi 

terhadap kornpentensi pelaut agar dapat diperluas untuk dapat memberikan 

kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana pelayaran. Pada tahapan vonis 

oleh Hakim sering hukumar1 yang dibcrikan tidak maksimal sehingga tidak 

maksimal I tidak mcmbe~·ik<m efek jera kepada para pelaku tindak pidana 

pelayaran. Faktor sarana dan prasarana, seperti kapal-kapal patroli dan 

persenjataaa yang din.uliki masih jauh dari yang diharapkan juga faktor 

Tindak Pidana..., Fatiyah Suryani Mile, Fakultas Hukum 2014



B. Saran 

148 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyidik pegawai negeri sipil 

yang perlu ditingkatkan. 

Berdasar~an pembahasan bab-bab terdahulu dan kesimpulan tersebut di atas, maka 

penulis memberikan saran kepada pemerintah, sebagai berikut: 

1. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai 

hajat hidup orang banyak, dan keberadaaannya dikuasai oleh negara yang 

pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 17 tahun 

2008 tentang Pelayaran selayaknya pe·merintah mengeluarkan peraturannya 

untuk menginplementasikan undang-undang tentang pelayaran, karena tanpa 

aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah (PP), maka UU 

Pelayaran mandul dan tidak dapat di implementasikan secara optimal. 

Karena salah satu penyebab mandulnya UU Pelayaran adalah tak kunjung 

munculnya PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai. Dan dalam PP tersebut 

sebaiknya tertuang konsep tentang Badan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea 

and Coast Guard), yang merupakan badan tunggal penegakan hukurn 

pelayaran di Indonesia. Disamping itu Ketiadaan PP tentang Badan 

Penjagaan Laut dan Pantai (BPLP) sangat merugikan dunia pelayaran 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat ini banyak sekali instansi-instansi 

yang merasa paling berkuasa di dunia pelayaran. Sebaiknya Instansi ini 

melakukan p~meriksaan tepat sasaran dan jelas karena tanpa alasan yang 

jelas, apalagi disertai kutipan biaya tidak resmi terhadap kapal-kapal 

Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia. Tindakan ini sangat 

memgikan dan membuat angkutan laut di Indonesia menjadi sangat mahal 

dan tidak kompetitif. 
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2. Untuk menJamm terselenggaranya pelayaran sebagai satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas angkutan di peratran, kepelabuhanan, 

keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan 

maritim, maka Undang-undang Non-..~ 11. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 

selayaknya diadakan perbaikan untuk memberikan ancaman berupa sanksi 

administratif dan sanksi pidana yang lebih berat bagi para pelanggar 

ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut sehingga dapatnya 

efekjera bagi pelanggar. 
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